BAB 1V
PENUTUP
A. Simpulan
Dari hasil penelitian tentang efektivitas mediasi dalam menyelesaikan
sengketa perceraian di Pengadilan Agama Padang, dapat disimpulkan:
1. Peran hakim mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian
Hakim mediator di Pengadilan Agama Padang memiliki peran yang
sangat penting dalam upaya penyelesaian sengketa perceraian melalui
mekanisme mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah
Agung tentang prosedur mediasi di pengadilan. Peran tersebut tidak hanya
bersifat formal sebagai pelaksana kewajiban hukum, tetapi juga substantif
sebagai pihak yang berupaya mendamaikan para pihak dengan pendekatan
persuasif, komunikatif, dan berorientasi pada keutuhan rumah tangga.
Hakim mediator bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak
menemukan titik temu, memberikan pemahaman mengenai dampak hukum
dan sosial perceraian, serta mendorong tercapainya kesepakatan damai
secara sukarela dan berkeadilan, untuk peran dari hakim mediator sudah
cukup efektif dalam menyelesaikan mediasi.
2. Kendala-kendala hakim mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian
Dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian, hakim mediator di
Pengadilan Agama Padang menghadapi berbagai kendala, baik yang
bersifat internal maupun eksternal. Kendala internal antara lain keterbatasan
waktu hakim mediator akibat tingginya beban perkara serta belum

optimalnya pelatihan khusus mediasi. Sementara itu, kendala eksternal
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meliputi rendahnya itikad baik para pihak untuk berdamai, konflik rumah
tangga yang telah berlarut-larut, dominasi emosi, serta ketidakhadiran salah
satu pihak dalam proses mediasi. Faktor budaya dan persepsi masyarakat
yang menganggap mediasi sebagai formalitas semata juga turut
menghambat efektivitas proses mediasi.
3. Upaya-upaya hakim mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian
Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, hakim mediator di
Pengadilan Agama Padang melakukan sejumlah upaya, antara lain dengan
menerapkan pendekatan psikologis dan keagamaan, menciptakan suasana
mediasi yang kondusif dan tidak kaku, serta memberikan nasihat yang
menekankan nilai-nilai kemaslahatan keluarga. Selain itu, hakim mediator
berupaya menggali akar permasalahan rumah tangga secara mendalam,
memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk
menyampaikan pendapat, serta memaksimalkan fungsi mediasi sebagai
sarana penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.
Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan mediasi
dan menekan angka perceraian.
B. Saran
Berdasarkan simpulan hasil penelitian mengenai peran hakim mediator
dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Padang, maka
penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Bagi Pengadilan Agama Padang, diharapkan Pengadilan Agama Padang

dapat semakin mengoptimalkan pelaksanaan mediasi dalam perkara
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perceraian dengan memberikan dukungan kelembagaan yang memadai,
seperti pengaturan waktu mediasi yang lebih efektif serta penyediaan sarana
dan prasarana yang menunjang kenyamanan proses mediasi. Selain itu,
diperlukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan mediasi guna
meningkatkan tingkat keberhasilannya.

. Bagi Hakim Mediator, diharapkan dapat terus meningkatkan kompetensi
dan profesionalismenya dalam bidang mediasi, baik melalui pelatihan
khusus, sertifikasi mediator, maupun pengembangan kemampuan
komunikasi dan pendekatan psikologis. Dengan peningkatan kualitas hakim
mediator, diharapkan proses mediasi tidak hanya menjadi formalitas
prosedural, tetapi benar-benar berfungsi sebagai sarana penyelesaian
sengketa yang efektif dan berkeadilan.

. Bagi para pihak yang terlibat dalam perkara perceraian diharapkan memiliki
itikad baik dan kesungguhan dalam mengikuti proses mediasi. Kesadaran
akan pentingnya mediasi sebagai upaya mencari solusi terbaik bagi
kepentingan keluarga, khususnya anak, perlu terus ditingkatkan agar
mediasi dapat berjalan secara optimal dan menghasilkan kesepakatan yang
saling menguntungkan.

. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam
mengenai efektivitas mediasi perceraian dari perspektif yang lebih luas,
seperti pendekatan sosiologis, psikologis, atau perbandingan antar

pengadilan agama di daerah lain. Hal ini penting untuk memberikan
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kontribusi akademik yang lebih komprehensif dalam pengembangan hukum

keluarga Islam dan praktik mediasi di pengadilan.
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